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Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan formulasi dan memilih strategi yang tepat dalam mengatasi
permasalahan di sektor informal yang adadi Propinsi DK Jakarta.

Adapun latar belakang dari penelitian ini, yaitu dengan melihat kondisi Jakarta sebagai kota M etropolitan
dengan jumlah penduduk hampir mencapai 10 juta jiwa akibat pertumbuhan yang cukup tinggi, rata-rata 200
ribu jiwa pertahun dari migrasi, berhadapan dengan luas wilayah yang relatif terbatas, berbagai kegiatan
jugaterkonsentrasi di Jakarta. Mulai dari industri, perdagangan dan jasa sertalain-lainnya, yang tentunya
menjadi beban cukup berat bagi penyelenggara pemerintah daerah. Karena mau tidak mau harus
menyiapkan dan mengatur mulai dari tempat tinggal, tempat usaha, |apangan pekerjaan, sarana dan
prasarana serta berbagai fasilitas yang diperlukan penduduk. Dan inilah yang senantiasa menjadi persoalan
yang dihadapi Pemerintah DK Jakarta, karena keterbatasan dana yang dimilikinya.

Penduduk yang terus mengalir ke Jakarta dari berbagai pelosok tempat di tanah air, menyebabkan

keti dakseimbangan tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan yang tersedia serta ketidakseimbangan antara
penduduk dengan daya dukung fasilitas perkotaan. Apalagi kualitas sumber daya para pendatang tidak
sesuai dengan kebutuhan kota Jakarta. Hal ini berimplikasi meningkatnya pengangguran, semakin
meluasnya pemukiman kumuh dan padat, kesenjangan antar penduduk, sektor informal yang tidak
terkendali serta meningkatnyatindak kejahatan. Tidak heran kalau beberapa waktu lalu Jakarta dijuluki kota
kumpulan perkampungan kumuh, sebab memang hanya di beberapa wilayah saja yang biasa disebut sebagai
layaknya metropolitan.

Sebut saja semisal wilayah sepanjang Jalan Sudirman dan tindak Thamrin kawasan Menteng di Jakarta
Pusat dan sebagian daerah Kebayoran Baru Pondok Indah di Jakarta Selatan, Kelapa Gading di Jakarta
Utara, memang merupakan daerah elit. Sementara di beberapa wilayah di Jakarta Barat, Jakarta Utara,
Jakarta Timur dan Jakarta Selatan masih banyak perkampungan kumuh ketimbang perumahan mewah. Di
sepanjang trotoar di jalan jalan di Jakarta para Pedagang Kaki Lima (PKL) membangun tempat
dagangannya seenaknya berupa gubuk-gubuk atau tenda-tenda. Tak heran keberadaan PKL ini meski
merupakan sektor yang dapat" menempung tenaga kerja besar, namun sering menjadi permasalahan karena
dianggap merusak tatanan dan kebersihan serta ketertiban kota Jakarta. Penertiban terhadap PKL dengan
mengandalkan Law Inforcement yang kurang diimbangi dengan program yang matang oleh Pemerintah
Propinsi DK Jakarta memang menjadi dilemayang tidak kunjung habis. Tetapi betapapun karena Jakarta
adalah Ibukota Negara maka mereka yang menggeluti PKL seharusnya menyadari bahwa keteraturan,
ketertiban, kebersihan adalah merupakan bagian yang tidak boleh diabaikan.
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Fenomena kehidupan yang terjadi di Kota Jakarta berkaitan dengan PKL tersebut mendorong Pemerintah
Daerah Propinsi DKI Jakarta untuk memanage (menata, mengatur, mengelola, membina, mengawasi,
menertibkan dan sebagainya) secara konsisten para pedagang kaki lima sesuai dengan visi dan misi Kota
Jakarta. Besarnya populasi para pengusahakecil (mikro) ini yang akhir-akhir berkembang semakin sporadis
dengan tingkat kepadatan yang cukup tinggi disadari oleh Pemerintah DKI Jakarta mempunyai potensi, baik
potensi yang berdampak positif maupun potens yang berdampak negatif (potensi konflik). Sisi negatif
keberadaan usaha ini tentu akan menimbulkan beban sosial (sosial cost) yang harus ditanggung oleh
pemerintah maupun oleh masyarakat Jakarta itu sendiri. Namun dari sisi positif jangka pendek, usaha-usaha
ini berfungsi sebagai katup pengamanan penyediaan |apangan kerja, terutama bagi mereka yang mempunyai
keterampilan marjinal, yang membutuhkan sumber nafkah. Hanya saja, mereka ini berusaha pada sembarang
tempat yang mereka anggap mempunyai nilai cukup strategis dan ekoriomis dengan tanpa mengindahkan
dampak negatif keberadaan usaha, dilihat dari aspek tata ruang, sosial, hukum dan ketertiban umum. Aspek-
aspek ini tentu merupakan faktor dominan yang harus diperhatikan Pemerintah Daerah Propinsi DK Jakarta
didalam mengambil langkah ke masa depan untuk menangani pedagang kaki lima, serta merupakan aspek
yang perlu diperhatikan pula masyarakat lain yang akan membuka usaha dengan menggunakan ruang publik
(public domain).

Oleh karena itu Pemerintah DK Jakarta berkepentingan untuk menyelesaikan permasalahan kaki lima
secara akomodatif, edukatif dan humanis. Populasi target penelitian ini adalah seluruh stakeholders
(masyarakat, pemerintah dan pihak swasta) yang ada di Propinsi DK Jakarta. Oleh karena keterbatasan
waktu dan biaya, keseluruhan populasi hanya diambil 15 orang secara purposive sample (responden adalah
ekspert yang ahil pada bidang dan tugas yang dimiliki) dengan sebelumnyaterlebih dahulu dibagi menjadi
kelompok responden (cluster sample), yakni kelompok pemerintah meliputi 5 Walikotamadta di Propinsi
DKI Jakarta, Kepala Bapeda, Kepala Dinas Koperasi dan UKM serta Kepala Biro Perekonomian Propinsi
DKI Jakarta serta kelompok masyarakat yang terdiri dari paraLSM dan para Akademis (termasuk peneliti).

Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan Analisis SWOT terpilih strategi ST sebesar 48,914 yang
masing-masing diikuti oleh strategi SO (47,51), WT (19,728) dan WO (18,324), sedangkan berdasarkan

hasil Analisis Hirarki Proses (AHP) didapatkan bahwa prioritas dalam penanganan kaki limadi Propins

DKI Jakarta harus berorientasikan kepada kepentingan Publik (0,638) dengan prioritas kebijakan pada upaya
menurunkan angka kemiskinan kota Jakarta/ mengurangi jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta (0,192)
melalui sasaran peningkatan Sumber Daya Manusia par-a pedagang kaki lima (C,272).

Hasil penelitian menginformasikan bahwa kebijakan pemerintah daerah menurunkan angka kemiskinan dan
membuka kesempatan |apangan pekerjaan yang luas dengan sasaran peningkatan Sumber Daya Manusia
adalah merupakan prioritas di dalam menangani pedagang kaki limadi Propinsi DK Jakarta secara
akomodeatif, edukatif dan humanis.



